PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN HBARON
DESA WAUNG

PERATURAN DESA WAUNG
NOMOR 6 TAHLIN 2022

TENTANC

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WAUNG,

Meriimbang @ 4 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebaga) wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanalan secara terbuka dan

‘bertanggung jawab untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran
masyarakat Desa;

b, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waung Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun
sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan pemenntahan Desa
berdasarkan  prinsip  kebersamaan, efisiensi, berkesadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemenntahan
dan pémbangunan menuju masvarakat vang adil, makmur, dan
sejahtera,

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimann dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,

Mengingat @ 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebis dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undanpan(lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5234| sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun, 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6398),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495},

4 Undahg~Undang Nomor 23 Tahun 201-1 tmtang Pemwnnmhan
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(ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamhahan Lembaran Negara

Republik Indonesin Nomor S679),;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tah
Pemerintahan (Lembaran Negara
Nomor 292, Tambahan Lembaran

Nomor 5601}, - ey
6, Undang-Undeng Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta herT)

(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2020 Nemor 245,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 6573],

7  Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Huburngan
Keuangan Antnra Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Diaerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesal Nomor 6757

§  Peraturan Pemerintah Némor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara --Penyuaunﬂ'm. Pengencdalian  dan  Evaluasi Felaksmm;:_:n
Rencana Pembangunan‘ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817];

0. Peraturdn Pemerintnlh Nomior 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 5539
sebagaimana telah dmbah ‘beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 [Lembaran MNegara
Republik Indenesia Tahun 2019 Nomer 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321},

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dan Anggaran Pepdapatan dan Belanja Negara
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558
sebagaimana telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 57. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2018 Nomor 73,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar 6202);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Foadoman Teknis Peraturan DI Desa,

13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 tentang Pecdoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

14, Peratuiran Menteri Dalam Negeri Nomor B0 tahun 2015 teritang
pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor $20 tahun 2018;

L5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa; '

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 teritansg

~ Pedoman Penetapan Dan Pencgasan Batas Desa;

18, Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

un 2014 tentang Administrasi
Republik Indonesia Tahun 2014
Negara Republik [ndonesia

Dipindai dengan CamSeanner



19, Periituran. Menterl Desn, Pembangunan Daerah Tertirgeal ‘dar
Transmigrast Nomor 16 Tuhun 2019 tentang Musyawarih Desig

20, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentnng Prioritas Peoggunaan
Dana Dess Tahun 2023

21, Perutirany Daerahy Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa (Lombaran Daerah Kebupaten Nganjuk Tahun 2016
Nomor 2) sebogaimana telali diubal beberapa kall teralkhir dengan
Perpturan Daecrab Kabupaten Nganjulk Nemor 3 Tahun 2022
(Lembiran Daerah Kabupaten Nganfuk Tahun 2024 Nomor 3}

22, Pernturan  Daerih Knbupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Cender [Lemboaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Namer 3);

23, Peraturan Daerdli Kablpaten Ngarijuk Nomor 2 Tahun 2019
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ngenjulk r'ahun 2018-2023 sebagalmana telah diubah
dengan Feraturan Daerah Kabupaten Ngapjuk Nemor 4 Tahun
2022,

24, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022
entang Anggaran  FPendapatan ‘dar  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 |[Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2022 Namor 7), '

25 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

26, Peraturan Bupatr: Ngamuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa,

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nemor 50 Tahun R20I1E tentdng
Pengelolaan Aset Desa; '

28 Peraturan Bupari Nganjuk Nemor 57 Tahup 2018 tentang
Pengelolaan Keyangan Desa:

29, Peraturan  Bupat Nganmjuk Nomor & Tahun 2020 1entang
Penghasilan’  Tetap, Tumjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Peranghat Desa;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tehun 2020 tentang Pedoman

~ Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Dess;

31. Peraturan Bupati Nganjuk N_ummf 16 Tahun 2022 tentang Rencana
Kemja Pemerintal Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

3Z. Peraturan Bupati Nganjuk Nomoer 28 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Arggaran P&nﬂﬂpatan Dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022,

33. Peraturan Desa Waurg Numﬂr 4 Tahun 2022 teptang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waung Tahun
2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakalan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAUNG
. dan
KEPALA DESA WAUNG

MEMUTUSKAN:
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denetapkan PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN FPENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023,
Pusnal |

Anggnran: Pendapatan, dan Belama Densp (APBDesa] Tahun Anggaran
2023 sebagnl berikutl;

Pendapatan Desa Rp. 2,894.561.080,00
| Belanjan Desa Rp. 2.400_304.059,47

Surplus /{Defisit) Rp. (5,742.979,47)
2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayuan Rp. AN 74297947

b. Pengeluaran Pambiayaan Rp. 25,000.000,00

Selisth Pemhiayvaan ([a-h) Rp. 574297947

Pelzal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal |
tercantum dalam Lampiman yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dar) Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepald Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

(1] Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
hencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
menggunakan anggaran jenis helanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegialan penanggulangan
bericana, keadaan' darurat, dan mendesak yvang belum tersedia
aﬂggamnnya _}a.ng selanjutriva  diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4] Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) harus memenuhi

kriteria; "

a. bukan merupakan Kegiatan normal dari alitivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
bigsa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 5
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Dl hal terjed);

a periambahan dan/atay penpurangan dalam pendapatan Desa pada
tnhun berjilan;

b kendann vang menyebabkan' harus dilakukan pergeserian ariiar
objek belanja; dan

¢, kegintan  yang belum dilalsinalkan tahun sebelumnva  dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Wepala Desa dapat mendahulul Perubahan  APB  Desa denpan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran

APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6
Peraturan Desa mnrmivlal berlakn pada tangeal diondangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundarngan

Peraturan Desa ini denpan periempatannyva dalam Lembaran Desa
Walinp.

Ditetapkan di Waung
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA WALING,
Ted
M DONI RUBIANTO,

Didndangkan di Walng
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA WAUNG,
Ttd
JUNIAR ARDIANT] PUTRI

LEMBARAN DESA WAUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DEZA WAUNG
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